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ABSTRAK :

CATATAN :

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi
bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional dan hak asasi manusia sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya
pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban
kekerasan dan diskriminasi.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1984;
UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13
Tahun 2003: UU No. 23 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009;
UU No.23 Tahun 2014: PP No. 4 Tahun 2006; PERDA Prov.Jateng No. 7 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai
dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak
kekerasan. Dalam peraturan daerah ini juga diatur tentang hak hak korban kekerasan,
Penanganan Korban kekerasan, Tanggungjawab Pemerintah sampai dengan
Partisipasi Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga dalam pencegahan dan
penyelesaian kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dalam Perda
ini juga diatur bahwa Pemerintah Daerah juga dimungkinkan untuk menjalin
bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat.
Selain itu, pengaturan tentang pendanaan yang memadai yang bersumber dari APBN,
APBD, APBDes maupun baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Sumber
lain yang tidak mengikat diharapkan akan menjamin pelaksanaan perlindungan
terhadap perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Januari 2016.
Peraturan pelaksanaan dari PERDA ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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